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Oleh: Sukmarenl, SH.MH. 

PELUANG TINDAK PIDANA KORUPSI 
DI PERGURUAN TINGGI 
LawTene MFricdmann 

mongemukakan bahwa 
sistem hukum memilikl tiga 
unsur yaitu legal structure, 
legal substance dan legal 
culture. Dl mana kotlga 
unsur inl hanus bersinorgl 
satu sama laln, sehingga 
tujuan dinglnkan 

3 l. Keuga sub 
slstem hukum ini sangat menentukan apakah suatu slstem 
tukum kapat beraln dengan balk atu udak. Aspckpengaturan 
hukum atau peraturan perundang-undangan (substansl), 
qaratuir srta sararadkan prasarana hukum tu sendiri (struktun), 
ikap tndakwary1 musyurakat besertanla nilal yang dlanutnya 
(budaya) 

Ketiya struktur hukum di atas merupakan hal yang sangat 
bepengaruh tertadap penegakan hukum ltu sendird.Apalah 
artinya 5uatu undang-undang yang balk op kapabila aparatur 
pxongak hukumi yang akan menyclenggarakannya tidak ba 
Begitujuga seballknya apalah artlnya suatu undang undang 
yang balk dan aparatur yang berusalha menjalankan aturan 

dilak 

Hal tersebut juga teradi dalam pemasalahan korupsi di 
Negara kita, Konursl ticdak lugl dlrasakan sebagalsesuatuyang 
hanya merugikan keuangan dan/atau perekonomlan negara 
saja, tapl sudah sepatutnya dilihat scbagal sesuatu yang 
melanggar hak-hak soslal dan ekonoml masyaralkat sebagal 
baglan dart hak asasl manusiasehíngga dikategorlcan sebagal 
kejahatan luar biasa (extra ordlnary crime), s ) sehingga 
pemberantasannya pertu dilakukan dengan cara-cara dan 
Instrumen yang lar blasa pula 

TIndak piclana korupsi yang dimaksudkandi sini xkalah tindak 
plcdana korusl yang dkatur dalam hukum posif indonesia yaltu 
dalam UUNomor 31 Tahun 1999. yang kemudundiubah dengan 

UU NOmor 20 Tahun 2001, dan perundang-undangarn lain yang 
terkalt dengan ttndak pldana korupsi, sepertipencucdan uang 
pernertntahar1 yangborsih dari KornupsI Kolusl dan nopotisme, 
Transfor darn1 dan kainnya. 

Tindak pldana korupsldisint dibedakan atas lerbagal jenls 
yaltu túndak pldana konupsl yang meruglkan keuangan Negara 
dan perekonomla Negara, yang dilakukan oleh orang 
perorangAn (Pasal20UTPK atau diakudcan seseorangdengan 
menyalahgunakon kewenangan,kesempatan atau saranayang 
ada padaya kartna jabatan atau kedudukannya (Pasal 3 UU 
TPK), tindak pldana korupsi penyuapan (pasal 5-6 UUTPK), 
Undak pldana korupsl yangberkaltan dengan pembangunan, 
keveransir dan rekanan (pasal 7UUTPK), Undak pidana korupsl 
penggelapan (pasal 8-12 huruf dUU TPK, Undak pldana korupsl 
kerakusan (knevelelarj) sebagalmana dlatur dalam pasal 12 
huruf esampal lUUTPK, tndak pldana korupsi gratifikasi (pasal 

12 BUU20 Tahun 2001, túndak pldana konupsi pemberlan hadiah 
(pasal 13 UU TPK) 

Pelaku tindak korupsl akhirakhir inl tidak hanya 
lalndan cocaraindddval atau peSeOrangan, tetapl dilakukan 

ok di cdalam suatu unit secara bersamasama atau berkelompok 
kerja koporasl atau Perusahaan. Penger erttan korporasl di sinl 

tidak tertbatas pada pengertian perusahaan saja tetapl juga 
dlartkan sebaal insttsiperyclenggaraa Negara/daerah sepert 
unit kera tertentu. Tindakan berkelompok Ini berkembang 

menjadi kersa sama antar unit kerja yang melibatkan phak ketga 
(rekanan, wajlb pajak), unlt kerja dengan instansl laln, antar 
instansl dan perkembanganya bahkan sudah masuk ke ajaran 

Perllaku korup dapat cdilakukan di mana saja oleh slapa saja 

tanpa memandang umur jabatan, status soslal ataupun tingkat 

pendidikan, termasuk dalam pengelolaan Perguruan Tingg. 

Peruran Tinggi yang seharusnya merupakan lembaga tempat 

menghasilkan para endeklwan yang berilmu dan bertmtak, 

dalam kenyataannya sekarangjuga tídak luput sebagal tempat 

bagi orang orang yang dlanggap berpendidikan tingg untuk 
metakukan pertuatankorups. 

Hal ini telihat denyan mutal baryaknya pengekola perguruan 

tingg yang terkait dengan tindak pldana koupsi di beberapa 

daerah, sepertl 1) Kasus aliran dana hibah dari PT Aneka 

Tambang kepada 
la Unversitas Soediman (Unsoed) se<ak 2011 

slam. Dalarm penctuurannya, Kelard Purwokerto fokus merydik 

BWUnsoed yang totalya mencapai sekitar Rp 6,2 millardengan 

tersangka rektor Unsoed Edy Yuwono, 2) Kasus Unlversttas 
karena keteribatanya 

egeri Malangyang mengazekan ubikk 
dengan perusahaan Permai Grup milik bendahara partal 

demokrat Nazaruddin. UM terbukti telah merugikan Negara 

hingga 14 MIllar ruplah melakukan KKN dengan perusahaan 

Nazarudin, 3) Kasus mantan rektor UIN Imam SuprayOgo 

ditetapkan tersangka yang bertanggungjawah atas segala 
tndakan panitia pengadaan lahan yang ttdak melakukan tugas 

sebagalmana mestinya, 4) Kasus proyek instalasi T (Teknologl 
Infomas)) perpustakaan pada 2010-2011 dengan anggaran Rp 21 
mllar. Komlsi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan 
penggekembungan dana dl lalk proyek tersebut, dengan tersangka 
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusla, Keuangan, dan 
Adminlstrusl Umum Untversitas Indonesla, Tafsir Nurchamid, yang 
cikiugameryalahgunakan kewenangan dalam proyektersebut yang 
dvonnis 2,5 tahun penjara dan denda Rp 200 Juta subsider dua 
bulan kurungan pada 3 Desember 2014. Putusan inl diperberat 
Pengadilan Tinggl DKI tiga t , denda Rp 200Juta subsider dua 
bulan kurungan,"Selasa,7 Aprl 2015, dengan ketua majclis hakdm 
HM Masud Hallm. Putusan tersebut berdasarkan Pasal 3 jo Pasal 
180U No 31 tahun 1999 sebagalmana dlubah dengan UU No 20 
tahun 2001 tentang Pemberantasan Tíndak Pldana Korupsijo Pasal 

Hal ini tentunya sangat memprhatinkan, sehingga diperlukan 
suatu kajlan khusus yang berusaha mengungkap pola-pola tindak 
pldana korupsi yang terjadl di Negara kita, untuk menghaslkan 
temuan sebagal masukan bagi pembahaaruan dan poltk hukum 
pldana ke depannya. 

Pola Tindak Pldana Korupsi dl Perguruan Tlnggl 
Pola Tindak pldana konupsl di perguruan tinggj menurut penulis 

dapat dibcdakan atas dua golongan, yaitu: 
a. Tindak Pldana korupsi dalam pelaksanaan Tri Dharma 

Perguruan Tngg 
1) Pclaksanaan Hibah, beaskwa, bantuan dari Kemenistekdikti 

dan tsantuan pihak ketiga lalnnya, antara laln: 
a) Pelaksanaan Dana M Here 

pintu samping Pintu 

Pembellan alat fiktif (Pelaksanaan pembellan alat yang 
dilaporkan barangnya sama dengan barang yang dibeli dengan 
sumber dana yang laln, sehingga satu barang bisa dimasukkan 
dalam beberapa laporan) 

" Pelaksanaan keglatan fiktif (diadakan dalam kegjatan laln 
tapl dilaporkan dlaksanakan atas pelaksanaan blaya MHere) 

b)Pelaksanaan Hibah Penelitian 
" Dalam bentuk pelaksanaan peneliiannya 
" Dalam bentuk penunjukan dan pemberlan kesempatan 

meneliti kepada dosen 
c)Pelaksanaan Hibah Abdimas 
" Polaksanaan sotu kegjatan diloporkon atas keglotan yang 

airn Halinl dilakukar denganmongndakan satukeglatan kemudlan 
memasangspandiuk yangbertbeda, harya untuk pemenuhan sarat 
dokamentasi 

Pelaksanaan yang tdak sesual dengan proposai yang dlajukan 
namun yang bersangkutan bisa membuatkan aporan fiktifsesual 
dengan rancangan keglatan yang diblaya. Mlsalnya 1 xkeglatan 
dibuatkan daftarhadiya untuk 3 xkeglatan sekallgus) 

dPelaksanaan beasiswa. 

e)Pelaksanaan Dana bantuan dan hibah lainnya 

Pemotongan darijumlah total 6 jutaruplah per semester menja 
3,6juta ruplah per semester. Para penerima beaslswa sama sekall 
ddak tahu mengapa dan untuk apa pemotongan dana tersebut 
sebenarya. Mereka bahkan ddak tahupemotongan tersebutlegal 
ataukah legal. 

lad 

2)Pelaksanaan pembelajaran yang berhubungan dengan 
akademik (tdak melasanakan tugas sesual dengan waktu dan 
diharapkan, haryamemberkan nila tanpa perkullahan, pembaglan 
Jadwal dan penunjukan tugas yang tidak merata yang hanya 
memperkuat posisl dan kekayaan kelompok tertentu, plaglat, jal 
bell nilal dan pembuatan skripsl dan lalnnya yang berhubungan 
dengan korupsl, kolusl, dan nepotisme. 

b.Tindak pldana korupsi yang berhubungandengan pengelolaan 
pergunuan tngg tusendin 

1)Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan ttngg 

Beberapa perbuatan yang berpeluang untuk terjadinya tindak 
pldana korupsi di sinl antara lalin: 

a)Pelaksanaan tender. 

Sama sepert korupsiyang terjadi di lembaga laln, di perguruan 
ingjjuga di bidang pengadaan sarana dan prasarana ini berpeluang 
untuk teradinya tndak pldana korupsi, seperti: 

Peluang konupsi di sini dengan terjadinya KKN diantara rekanan, 
pemenangan tender kepada perusahan orang-orang terdekat 
dengan pengelola atauperusahan yangsengala dlbuatatas nama 
orang lain, padahal dalam keyataannya itu adalah perusahaan 
pengelola perguruan tinggl sendirl, permlntaan secara tldak 
langsungkepada rekanan semacam fee jikarekananjadi pemenang 
tender, dan lainnya. 

b)Pelaksanaan pengawasan pelaksanaan kegiatan 
Terjadinya pemufakatan antara pelaksana kegiatan dengan 

pihak pengawas proyek, yang berdampak hasil pekerjaan yang 
dilaksanakan oleh rekanan hasllnya tidak sesuai dengan kontrak 
yang sudah dibuat 

cPemecahan kegiatan atas beberapa kelompok untuk 
menghindaritender, sehinggarenovasl dan pengadaan dibag sesuail 

dengan batas limit yang bisa dijadikan penunjukanlangsung sesual 
ketentuan yang berlaku. 

2Pemilihan Pimpran danjabatan stuktural lainnyadi lingkungan 
perguruan tngg 
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Dalam kegatan ini KKN lebih tinggi dlantara sekelompok orang 

yang dekat dengan plmpinan. Hal inl dilakukan dengan lndikasi 

Penyeidnaan mereka atas perbuatan yang sudalh dilakukan 
a, sehinga Jika yang teplih orangorang yang bukan 

berasal dari kelompok mereka nlscaya akan membuka aib 
kelompok mereka sebelumya. Blasarya kelompok tersebutakan 
menggunakan beberapa cara untuk bisa mempertahankan sta 
tus qua. 

3)Penggunaan sarana dan prasaranapendidikandi perguuan 
ttnggl untuk kepentingan pribadl dan kelompok tertentu 

Hal inl blasanya terjadl dengan menggunakan fasilitas 
perguruan ttnggi utuk keperuan pribadi, keluarga dan kelompok 
tertentu yang sebenamya tidak sesual atau dilarang olehaturan 
yang berlaku, mulal darl kendaraan, ruangan, fasilitas untuk 
pembelajaran seperti laptop, Infocus dan lainnya. 

4)Penyelewengan dalam pelaporan hasil asset yang dikelola 
sendiri oleh plhak Fakultas dan Perguruan Tingg 

Saat ini beberapa asset perguruan tinggi pengelolaannya 
sudah dilakukan secara swadaya, dengan kewajiban pelaporan 
yang sesual dengan ketentuan yang bertaku. Dalam keryataannya 
di sini peluang korupsi cukup besar, dengan melakukan 

pelaporan yang Jauh lebih ih kecll dari pada pendapatan yang 
sebenamya, dengan membuatkan data pendukungyangsudah 
dimanipulasi sedemiklan rupa. Seperd hasil penggunaan labor, 
kolam renang lapangan, sewa gedung, dan lainnya. 

5Penggunaan darna perguruan tnggij utukblayabiaya yang 
haryamernguntungkan pribadi dan pihak-pihak tertentu (seperti 

perjalanan dinas yang kurang sesual dengan keglatan kampus, 
dan lainnya) 

6)Kerjasama dengan plhak ketiga daam pelaksanaan kegiatan 
dan pengelolaan asset p 
diri pribadi dan kelomnoktooEs yang menguntungkan 

Kegiatan-kegiatan di perguruan tinggi sering membutuhkan 
kerjasama dengan plhak ketiga yang memang professional di 
bldangnya, seperti pelaksanaan suatu kegiatan pelatihan, 
penulisan buku, konsumsi suatu kegiatan dan lainnya, berpeluang 
terfadirya pengajuan anggaran yang melebihi blaya pelaksanaan 
yang seharusnya untuk 

UpayaUpaya Yarng Dilakukan Untuk Mengatasl TindakPidana 
Korupsi di Perguruan Tingg Beberapa langkah dan tindakan yang pertu dilakukan untuk 
mencegah dan menindak pelaku tindak pidana korupsi di 
Perguruan Tingglantara laln: 

ranyangberkatandengan permlhar
dan penunlukan pimplnan dan pengelolaan Perguruan Tngg, 
vang betuHbetul demokratis Jauh dari KKN 

b.Perlu penataan ulang regulasl yangberkaltan dengan 
pelaksanaan dan lYporan keglatan-keglatan yang diblayal derngan 
dana yang berasal APBN dan APBD sehingga mampu 

kan perekonomlan dan keuangan Negara, balk yang 
berasal dari Kemenristekdikti, phak ketiga bak darl dalammaupun 
dard luarnegeri. 

CPerlu peningkatan kualitas sumber daya manusla yang 
berkaltan dengan pelaksanaaan pengawasan 
pelaksanaan Tri Dhama Perguaruan Tinggi dan pengelolaan 
perguruan tinggl. Penegakan Fungsl Pengendallan atas 

perencanaan dan pelaksanaan anggaran. 
d.Pertuupaya peningkatan kesadaran hukum semua plhak 

yang terkait dengan pengelolaan dan pelaksanaan Tri Dharma 
Perguruan Tínggl, melalaul soslalsasi, pernyuluhan, pelatihan dan 
lainnya. 

ePemberian sanksi administratf yang lebih tegas dan lebih 
berat bagi merekayang terbukti melakukan undak picana korups 
di samplng sanksi menurut hukum pld ayangberlaku 

fPeningkatan peran masyarakat can unsur sivitas akademika 
dalam memantau peaksanaan pengelolaan perguruan tinggi. 

D0 samping Itu dlharapkan kepada a) Kepada Komisl 
Pemberantasan Korupsi (0PK)Sudah selayakrya mempriorftaskan 
pemeriksaan dan pengawasan terhadap tindak pldana korupsi 
di Perguruan Tinggyang sudah dilaporkan oleh masyarakat, di 
samplng ttndak pidana korupsi lainya, karena hal ini dampaknya 
tidak harnyamerugikan keuangan dan perekonmian Negara saja, 
bahkan berdampak kepada kualitasilmu dan mental mahaslswa 
sebagal generasi penerus bangsa, yang mengalaml dan melihat 
pel Peanggardn-pean3Aran di ingkungan perguruan tnggi tempat 

imba llmu. 
Begitujuga untuk merngobati rasa kekecewaan yang dlalami 

oleh para staf pengajar dan karyawan yang merasa dtzaliml atau 
kepentingannya diruglkan oleh pengelola Perguruan Tinggi 
tempatmerekabertugasb) Kepada phak legislatfcdan permerintah 
yang berkompeten membuat undang-undang di Negara kita, 
seyogyarryamelakukan pengkajanulangdan perbaikan beberapa 
ketentuan yang berkatan dengan pengelolaan dan pelaporan 
kegiatan dl Perguruan Tingg, c) Kepada pihakyang berkompeten 
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan 
perguruan úngg, diharapkan melakukan peningkatan kualitas 
pengawasan sesual dengan ketentuan yang berlaku terhadap 
pengelolaan Perguruan Tinggi.(") 

dapat tr 

erscbut engnhauk, kamazsyarakatitu senxlri memitiki peilaku 
yang cenderung untuk melakukan suatu pclanggaran. 

eksekutfdengan auitfyang kesemuanya dlakukan kadangkala 
epengetahuan atasan secarabeenjang sampal dengan tingkat 

pmplnan 

55 KUHP IMengenal peyalahgunaan wewenang 

menguntungkan plmpinan perguruan 
tinggi dan pengelola lainnya. 

m pidanay 
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